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A. Latar Belakang Masalah 
Kestabilan kesehatan masyarakat dapat diusahakan dengan dengan 
mengkonsumsi atau menggunakan obat-obatan sebagai cara untuk penyembuhan 
dan pencegahan berbagai macam penyakit. Tingginya tingkat konsumsi obat-
obatan oleh masyarakat mengakibatkan perlu adanya alat distribusi obat dan 
kelengkapan farmasi lainnya. Salah satu jenis obat yang biasa digunakan oleh 
masyarakat untuk penyembuhan adalah obat-obatan daftar G (Gevaarlijk) yang 
tidak dijual secara bebas kepada masyarakat. Distribusi obat pada masyarakat 
biasa dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri melalui apotek atau 
toko obat. Pekerjaan kefarmasiaan yang dilakukan oleh pihak apotek rawan 
adanya kesalahan, salah satunya adalah terjadi kelalaian (negligence). Kelalaian 
tersebut dapat terjadi dalam hal penyerahan obat, pengambilan obat dan 
pembacaan resep.  
Mengingat hubungan antara pembeli dengan pihak apotek tersebut 
mengandung resiko yang dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak, maka 
perlu ada persetujuan diantara kedua belah pihak.  Perjanjian antara pihak apotek 
dengan pembeli dalam transaksi penjualan obat-obatan daftar G tersebut 
termasuk dalam perjanjian timbal balik yaitu perjanjian jual beli, yang mana 
sering timbul kelalaian (negligence) dapat dikategorikan dalam perbuatan 
wanprestasi. Sebagai akibat dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak 
apotek, maka harus ada suatu bentuk pertanggungjawaban atas kelalaian atau 
kesalahan yang dilakukan.  
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk mengadakan 
penelitian dengan judul : “HUKUM DAN APOTEK (Tinjauan Terhadap 




B. Pembatasan Masalah 
Agar penelitian skripsi mengarah pada pembahasan yang diharapkan serta 
tidak menyimpang dari judul dan tujuan penelitian, maka penulis membatasi 
permasalahan pada aspek perjanjian yang terjadi dalam penjualan obat-obatan 
daftar G (Gevaarlijk) antar pembeli dan pihak apotek.  
C. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang penulis kemukakan 
di atas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah pola-pola penjualan obat-obatan daftar G oleh apotek di 
Surakarta ? 
2. Bagaimanakah tanggung jawab pihak apotek apabila terjadi kesalahan dalam 
penjualan obat-obatan daftar G ?   
D. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dalam penyusunan skripsi ini adalah :  
1. Untuk mendeskrepsikan tentang pola-pola penjualan obat-obatan daftar G 
oleh apotek di Surakarta.  
2. Untuk mendeskrepsikan mengenai tanggung jawab pelaku usaha (apotek) jika 
terjadi kesalahan dalam penjualan obat-obatan daftar G di Surakarta.  
E. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini adalah : 
1. Diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum 
dan ilmu hukum pada khususnya,  terutama hukum perdata tentang perjanjian 
antara apotek dengan pembeli. 
2. Memberikan pemikiran pada masyarakat dalam kaitannya dengan upaya 
memperkaya khasanah keilmuan, khususnya menyangkut tanggung jawab 
apotek dalam penjualan obat-obatan daftar G di Surakarta.  
F. Metode Penelitian 
1. Metode Pendekatan  
Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan 
pendekatan non doktrinal. Penelitian ini mengutamakan data primer yang 
 
  
diperoleh di lapangan dengan tidak mengesampingkan data-data sekunder, 
yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. 
2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah 
jenis penelitian yang bersifat deskriptif, yang bermaksud untuk 
menggambarkan dan menjelaskan secara faktual, akurat dan sistematis tentang 
pola-pola penjualan obat daftar G dan tanggung jawab apotek apabila terjadi 
kesalahan dalam penjualan obat-obatan daftar G di Surakarta.  
3. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Surakarta, didasarkan pada bahwa Surakarta 
mempunyai jumlah apotek relatif banyak, cukup relevan untuk penelitian. 
4. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari : 
a. Data Primer 
Diperoleh dengan cara mengumpulkan sejumlah keterangan melalui 
wawancara di lapangan, yakni pelaksanaan perjanjian antara pembeli 
dengan pihak apotek dalam penjualan obat-obatan daftar G di Surakarta.  
b. Data Sekunder  
Yaitu data yang berupa dokumen-dokumen tertulis, literature, arsip dan 
peraturan-peraturan yang berkaitan dengan obyek penelitian skripsi ini. 
5. Metode Pengumpulan Data 
a. Studi Lapangan 
Yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan cara 
wawancara dan observasi atau pengamatan dan pencatatan. 
b.  Studi Pustaka 
Yakni dengan mengumpulkan data atau bahan-bahan kepustakaan yang 
dilakukan dengan cara membaca, mengkaji dan menelaah data sekunder 
yang berkaitan dengan penelitian ini. 
6. Metode Analisis Data 
 
  
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan analisis kualitatif 
dengan model interaktif, yaitu : 
- Reduksi data (mempertegas, memperpendek)  
- Menyajikan data (matrik, gambar skema jaringan kerja, tabel) 
- Menarik kesimpulan (Verifikasi). 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjuan Umum Tentang Obat-Obatan Daftar G 
1. Pengertian Obat 
Pengertian obat secara umum adalah “Suatu zat yang digunakan untuk 
diagnose, pengobatan, melunakkan, penyembuhan atau pencegahan penyakit 
pada manusia atau pada hewan”. Pengertian “zat” yang dimaksudkan adalah 
meliputi semua bahan, baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, binatang 
maupun bahan-bahan yang dibuat secara sintesis, yang mempunyai jumlah 
tunggal atau campuran, bisa digunakan untuk bagian luar dan untuk bagian 
dalam tubuh manusia atau hewan. 
2. Jenis-Jenis Obat 
Secara umum obat yang beredar dimasyarakat dibedakan menjadi : 
a. Obat yang dapat dijual bebas. 
b. Obat narkotik (Opait) untuk memperolehnya harus dengan resep dokter  
c. Obat psikotropika, untuk memperolehnya harus dengan resep dokter, 
karena obat ini termasuk obat yang diawasi.  
d. Obat keras (daftar G/Gevaarlijk atau obat berbahaya) untuk memperoleh 
obat ini harus menggunakan resep dokter. 
Obat yang termasuk pada golongan obat bebas terbatas (daftar W). 
Pengolongan jenis obat juga bisa dilihat berdasarkan bahan atau paduan 
bahan, bentuk dan cara membuat obat tersebut, yaitu : 
a. Obat jadi, yakni obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk 
serbuk, cairan, salep, tablet, pil.  
 
  
b. Obat patent, yakni obat jadi dengan nama dagang.  
c. Obat baru, yakni obat sebagai lapisan, pengisi, pelarut, pembantu atau 
komponen lain.  
d. Obat wajib apotek, yaitu obat keras yang dapat diserahkan tanpa 
menggunakan resep dokter oleh apoteker pengelola apotek  
e. Obat tradisional, yaitu obat jadi yang dibuat secara alamiah.  
f. Obat esensial 
g. Obat generik 
3. Pengertian dan Landasan Hukum Obat Daftar G 
Obat-obatan daftar G (Gevaarlijk) adalah termasuk dalam golongan 
obat keras. Yaitu obat yang terdiri dari bahan-bahan yang disamping 
menyembuhkan, menguatkan, membunuh hama atau mempunyai khasiat 
pengobatan lainnya terhadap tubuh manusia, juga dianggap berbahaya 
terhadap kesehatan dan kehidupan manusia serta tidak dimaksudkan untuk 
keperluan tehnik. 
Obat-obatan daftar G ini hanya dapat dibeli dari apotek dengan 
menggunakan resep dokter dan dapat diulang tanpa resep dokter, apabila 
dokter menyatakan dalam resepnya “boleh diulang”. 
Pada kemasan obat-obatan daftar G harus dicantumkan tanda khusus, 
yang diletakkan pada sisi utama kemasan agar jelas terlihat dan mudah 
dikenali. Tanda khusus tersebut adalah lingkaran bulat berwarna merah 
dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi.  
B. Tinjauan Umum Tentang Apotek 
1. Pengertian dan Landasan Hukum apotek 
Apotek adalah suatu tempat tertentu dimana dilakukan pekerjaan 
kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat”. 
Sedangkan yang dimaksud dengan “perbekalan farmasi" adalah obat, bahan 
obat, obat asli Indonesia (obat tradisional), alat kesehatan dan kosmetika. 
Sebagai alat distribusi perbekalan farmasi pada masyarakat, peran apotek 
adalah sebagai sarana atau sebagai tempat pelayanan kesehatan yang 
 
  
berkewajiban untuk menyalurkan obat dan perbekalan farmasi lainnya yang 
dibutuhkan oleh masyarakat.  
2. Kewajiban Apotek Sebagai Sarana Pelayanan Kesehatan 
Pengelolaan apotek sebagai sarana pelayanan kesehatan bagi 
masyarakat yaitu sebagai tempat pembuatan, pengolahan, peracikan, 
pengubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat atau bahan obat serta 
penyimpanan, penyaluran dan penyerahan perbekalan farmasi Apotek wajib 
melayani resep dokter, dokter gigi dan dokter hewan. Apoteker wajib 
memberikan informasi yang berkaitan dengan obat. 
3. Bentuk Tanggung Jawab Apotek  
Pekerjaan kefarmasiaan yang dilakukan di apotek mengandung resiko 
yang besar dalam hal kesalahan, kelalaian atau kealpaan, dalam hal perjanjian 
antara pihak apotek dengan pembeli obat dapat disebut sebagai 
“wanprestasi”. Pengelolaan apotek menjadi tugas dan tanggung jawab 
seorang apoteker dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. 
Apabila pihak apotek mempersangkakan bahwa di dalam terdapat 
kekeliruan, kekurangan, tak terbaca atau cacat, maka ia harus menyampaikan 
hal tersebut kepada dokter yang membuat resep tersebut. Bilamana dokter 
yang dimaksud telah menulis resep dengan benar, baik dan jelas, terlepas 
masalah dalam keadaan konkrit obat-obatan diidentifikasikan, namun tidak 
diserahkan sesuai dengan resep, maka pihak apotek dapat dimintakan 
tanggung jawab. 
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 
1.  Pengertian Perjanjian 
Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Beberapa sarjana 
memberikan definisi atau pengertian mengenai perjanjian yang mana sering 
dikaitkan dengan adanya suatu persetujuan ataupun perikatan. Perjanjian adalah 
hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk 
menimbulkan akibat hukum. Peristiwa tersebut akan menimbulkan adanya suatu 
 
  
hubungan yang disebut perikatan. Perikatan diartikan sebagai suatu 
perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak 
yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain 
berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Hubungan antara perikatan 
dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menimbulkan perikatan. 
2.  Asas-Asas Dalam Perjanjian  
Asas-asas yang digunakan dalam hukum perjanjian tersebut adalah : 
a. Asas konsensualime  
Menurut asas ini suatu perjanjian telah ada sejak saat tercapainya kata 
sepakat antara para pihak mengenai pokok perjanjian. 
b. Asas kebebasan berkontrak 
Asas ini berkaitan erat dengan isi dari suatu perjanjian. 
c. Asas itikad baik 
Menurut asas ini pelaksanaan suatu perjanjian harus dilakukan tidak 
bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.  
d. Asas kekuatan mengikat (pacta sunt servanda)  
Asas ini memberikan pengertian bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara 
sah berlaku sebagi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.  
e. Asas mengikatkan diri. 
Memberikan pedoman bahwa hak dan kewajiban yang timbul dari 
perjanjian hanyalah untuk para pihak itu sendiri. 
 
3.   Syarat Sah Perjanjian  
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 
Yaitu kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut harus sepakat, setuju, 
sependapat mengenai hal yang pokok dari perjanjian yang dibuat.  
b. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan 
Pada dasarnya orang dikatakan cakap yaitu orang yang sudah dewasa.  
c. Suatu hal tertentu 
Adanya suatu prestasi yang harus dilakukan oleh debitur.  
 
  
d. Suatu sebab yang halal 
Mengenai isi dari perjanjian, menggambarkan tujuan yang akan dicapai. 
4. Subyek Dalam Perjanjian 
Perjanjian terjadi karena adanya hubungan hukum antar 2 orang atau 
lebih, yaitu sebagai kreditur dan debitur. Kreditur dan debitur tersebut 
merupakan subyek dalam suatu perjanjian. Kreditur adalah orang yang 
mempunyai hak atas prestasi, sedangkan debitur adalah orang yang wajib 
memenuhi pelaksanaan suatu prestasi. 
5. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian  
a. Unsur essentialia. 
Mutlak harus dimasukkan ke dalam perjanjian. 
b. Unsur naturalia. 
Yaitu unsur pelengkap, dianggap ada dan melekat pada perjanjian. 
c. Unsur accidentalia. 
Unsur perjanjian yang melekat, tegas diperjanjikan oleh para pihak.  
6.  Overmacht dan akibat hukumnya 
Overmacht dapat diartikan suatu keadaan tidak dapat dipenuhinya 
prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa yang bukan karena 
kesalahannya. Hukum perjanjian mengenal bentuk-bentuk keadaan memaksa 
yang yang dibedakan menjadi 2 (dua), yakni : 
a. Keadaan memaksa bersifat tetap, mengakibatkan tidak mungkin lagi 
dipenuhinya isi perikatan untuk seterusnya.   
b. Keadaan memaksa yang bersifat sementara waktu, yang tidak dapat 
menghapus perikatan, kewajiban berprestasi hanya berhenti untuk sementara 
waktu saja  
7.  Resiko 
Pengertian resiko selalu berhubungan dengan keadaan memaksa. 
Resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu 
kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Sehubungan dengan adanya resiko 
dalam perjanjian tersebut, maka dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni : 
 
  
a. Resiko dalam perjanjian sepihak 
Dalam perjanjian sepihak, kewajiban hanya ada pada satu pihak saja dan 
ditanggung oleh kreditur.    
b. Resiko dalam perjanjian timbal balik. 
8.  Wanprestasi dan akibat hukumnya 
Wanprestasi mempunyai pengertian suatu tindakan yang tidak 
memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan 
yang timbul karena perjanjian maupun karena Undang-Undang.  Debitur dapat 
dikatakan telah melakukan wanprestasi yakni : 
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. 
b. Melakukan apa yang diperjanjikan, tapi tidak seperti yang diperjanjikan. 
c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. 
d. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.         
Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi dapat diberikan sanksi :  
a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita kreditur. 
b. Pemutusan Perjanjian (Ontbinding) 
c. Peralihan Resiko 
d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka persidangan. 
9. Perjanjian Jual Beli 
Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang 
satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang 
lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Unsur-unsur pokok 
perjanjian jual beli adalah adanya barang dan harga, sehingga timbul hak dan 
kewajiban.  
Penjual mempunyai kewajiban, untuk menyerahkan hak milik atas 
barang yang diperjual belikan serta menanggung kenikmatan tenteram atas 
barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi. 
Kewajiban pihak pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan 
ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.  
 
  
D. Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat 
Untuk menjamin kelangsungan terciptanya keseimbangan dalam 
hubungan antar anggota masyarakat itu maka diperlukan adanya hukum atau 
aturan yang berfungsi sebagai norma, penyelesaian sengketa, menjamin 
kelangsungan kehidupan masyarakat. Semua peraturan hukum memberi 
pengertian tentang bagaimana seseorang pemegang peranan itu harus bertindak. 
Setiap anggota masyarakat sebagai pemegang peranan ditentukan 
tingkah lakunya oleh peranan yang diharapkan daripadanya, baik oleh norma-
norma hukum maupun oleh kekuatan-kekuatan di luar hukum. Terdapat faktor 
yang mempengaruhi berlakunya hukum dalam kehidupan masyarakat yaitu, 
faktor sosial dan faktor personal.  
E. Hukum Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 
1. Upaya Kesehatan 
Setiap orang berhak dan wajib mendapatkan kesehatan dalam derajat 
yang optimal, sehingga diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan 
pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan 
penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara menyeluruh, 
terpadu dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan menyangkut hubungan 
antara tenaga kesehatan dengan konsumen/penerima layanan kesehatan, yang 
menuntut pentingnya perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.  
Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan 
meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat. 
Penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut dilakukan dengan keseimbangan 
antara kepentingan masyarakat dan fungsi pemerintah untuk melindungi 
warganya, termasuk dalam masalah-masalah kesehatan.  
2. Sumber Daya Kesehatan 
Sumber daya kesehatan merupakan semua perangkat keras dan 
perangkat lunak yang diperlukan sebagai pendukung penyelenggaraan upaya 
kesehatan, meliputi : 
- Tenaga kesehatan 
 
  
- Sarana kesehatan 
- Perbekalan kesehatan 
- Pembiayaan kesehatan 
- Pengelolaan kesehatan 
- Penelitian dan pengembangan kesehatan 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Perjanjian Penjualan Obat-Obatan Daftar G Oleh Apotek di Surakarta 
Surakarta yang menjadi pusat sirkulasi distribusi obat-obatan daftar G, 
yang salah satunya  melalui apotek. Jual beli antara apotek dengan konsumen obat 
dapat dikategorikan sebagai suatu perjanjian. Akibat hukum dari perjanjian 
tersebut dapat berupa pemenuhan suatu prestasi atau hak untuk menerima suatu 
prestasi. Perjanjian jual beli obat-obatan daftar G mempunyai 2 (dua) subyek 
hukum yaitu penjual atau apotek dan pembeli. Pembeli sebagai salah satu subyek 
perjanjian jual beli obat-obatan daftar G harus membawa resep yang 
ditandatangani oleh dokter atau copy resep yang telah ditandatangani oleh 
apoteker dan mampu membayar atas sejumlah obat yang akan dibeli.  
Adapun hak penjual adalah memperoleh pembayaran sejumlah uang dan 
meneliti atau menolak resep atau copi resep  yang dibawa pembeli apabila 
terdapat kekurangan. Kewajiban penjual menyediakan dan menyerahkan obat 
daftar G kepada pembeli sesuai dengan yang tertulis dalam resep atau copi resep 
dan memberikan informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat. Hak pembeli 
adalah memperoleh obat daftar G sesuai resep dan pembeli berhak memilih obat 
daftar G yang akan dibeli dalam hal jumlah atau kuantitas. Sedangkan kewajiban 
pembeli yaitu membawa resep atau copi resep yang sah dan menyerahkan 
sejumlah uang atas pembelian obat tersebut. 
Adanya wanprestasi atau terjadinya kelalaian dalam perjanjian penjualan 
obat-obatan daftar G oleh apotek di Surakarta, antara lain adalah terjadinya 
kelalaian oleh pihak apotek dalam hal pengambilan obat, kesalahan apoteker 
 
  
dalam pembacaan resep, keterlambatan penerimaan obat yang telah dibeli oleh 
pasien.  
B. Tanggungjawab Pihak Apotek Apabila Terjadi Kesalahan dalam Penjualan 
Obat-Obatan Daftar G Oleh Apotek di Surakarta. 
Kelalaian menimbulkan pertanggungjawaban profesional si pelaku, 
sebagai dasar adanya pertanggungjawaban hukum atas apa yang telah 
dilakukannya. Apoteker sebagai pengelola apotek mempunyai tanggungjawab 
yang besar atas terlaksananya pengelolaan apotek. Apoteker sebagai pengelola 
apotek juga dapat digugat jika melakukan kesalahan baik yang dilakukan sendiri 
maupun yang dilakukan oleh asisten apoteker, karena asisten apoteker bekerja di 
bawah pengawasan apoteker kecuali bila kesalahan tersebut jelas tidak 
disebabkan oleh kelalaiannya atau ia tidak ikut berperan membantu terjadinya 
kesalahan tersebut.  
Wanprestasi yang dilakukan oleh apotek yakni kelalaian dalam hal 
pembacaan resep atau copi resep obat daftar G yang dibawa oleh pembeli maupun 
penyerahan obat pada pembeli dapat segera dilakukan pembenaran atau 
pembetulan oleh pihak apotek dengan menukar obat-obatan daftar G yang telah 
diterima oleh pembeli. Pembenaran atas adanya kesalahan dalam pembacaan 
resep dilakukan dengan datang langsung ke rumah pembeli obat daftar G, 
berdasarkan data yang ada pada resep atau berdasarkan keterangan dari dokter 
penulis resep tersebut.  Apabila apotek malakukan kelalaian dalam hal ini 
mengganti jenis obat-obatan daftar G, yaitu jenis obat generik diganti dengan obat 
paten. Maka pihak  apotek akan bertanggungjawab dengan mengganti semua 
obat-obatan daftar G yang telah diterima dengan obat yang sesuai atau seperti 
tertera pada resep. Wanprestasi yang dilakukan pihak apotek dalam hal adanya 
keterlambatan pengiriman obat yang telah dipesan oleh pembeli, berakibat 
batalnya transaksi penjualan obat-obatan daftar G. Pembatalan ini dilakukan oleh 





A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik 
kesimpulan : 
1. Perjanjian jual beli antara pihak apotek dengan pembeli dapat dikategorikan 
sebagai suatu perjanjian.  
2. Subyek hukum dalam perjanjian jual beli obat-obatan daftar G, yaitu pihak 
penjual yaitu apotek dan pihak pembeli yang berkedudukan sebagai 
konsumen obat-obatan daftar G itu sendiri atau perwakilannya.  
3. Wanprestasi yang sering terjadi dalam perjanjian jual beli obat daftar G yaitu 
adanya  kelalaian pembacaan resep, sehingga kualitas dan kuantitas dari obat 
yang diberikan pada pembeli tidak sesuai dengan resep, adanya kelalaian 
pihak apotek dalam hal pengambilan obat, sehingga obat yang diterima oleh 
pembeli tidak sesuai dengan yang tertera dalam resep, adanya keterlambatan 
penerimaan obat daftar G yang telah dibeli, yang berakibat terjadinya 
peralihan resiko atas obyek perjanjian 
B. Saran 
Penulis mencoba memberikan saran, yaitu : 
1. Kepada pihak apotek, hendaknya dapat melaksanakan perjanjian jual beli 
dengan lebih baik sehingga dapat meminimalkan terjadinya wanprestasi. 
2. Kepada pihak pembeli sudah seharusnya untuk lebih mentaati dan 
melaksanakan segala peraturan yang menyangkut hak dan kewajibannya. 
3.  Segala sesuatu yang sudah berjalan baik dan sesuai dengan peraturan hukum, 
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